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ABSTRAK 

Aulia Febyana. “Hukum Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru 

Kalimantan Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. 

Pembimbing: Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I  pada Program Studi 

Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025. 

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pemakaman Lintas Agama, Hukum Positif, 

Hukum Islam 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi Indonesia sebagai negara 

Pancasila yang menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 

UUD 1945, serta melibatkan agama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa 

menganut prinsip negara sekuler. Meskipun demikian, polemik kerap muncul 

ketika hukum positif, seperti Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Pemakaman, berseberangan dengan hukum Islam, 

khususnya pandangan mazhab Syafi’i. Kebijakan pemakaman lintas agama di 

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Banjarbaru mencerminkan kerukunan 

antarumat beragama, namun dinilai bertentangan dengan hukum Islam yang 

melarang pemakaman lintas agama. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaman lintas 

agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta melakukan 

perbandingan antara keduanya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif 

dengan pendekatan normatif-sosiologis. Objek kajiannya adalah ketentuan hukum 

dalam Perwali Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023 dan empat kitab fikih mazhab 

Syafi’i. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis 

dengan pendekatan perbandingan hukum. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali Banjarbaru mengatur 

pemakaman lintas agama secara inklusif tanpa diskriminasi, selaras dengan prinsip 

moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila. Sebagai hukum positif, regulasi ini 

menjamin keadilan, toleransi, dan kepastian hukum dalam masyarakat yang plural. 

Sebaliknya, menurut mazhab Syafi’i, pemakaman lintas agama tidak diperbolehkan 

kecuali dalam keadaan darurat, berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis, dan fikih. Studi 

perbandingan ini menyimpulkan bahwa hukum positif lebih mengakomodasi 

keberagaman masyarakat melalui kebijakan blok agama di TPU sebagai bentuk 

keseimbangan antara toleransi dan moderasi beragama. 

 

  

 

 

 

 


